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MEMTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/0/1997
TENTANG

PERUBAHAN NCMEMKLATUR SMP MENJAD] SLTR
SERTA ORGAMNISASI DAN TATA KERJA SLTP

MENTERI FENDIGIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Wenimbang . babiwa sebagai tindak lanjut dar Peraturan Momer 28 Tahuen 1890
tentang Pendidikan Dasar dan Kepulusan Menter Pendidiban
dan Kebudayaan Nomeor 154/UM49382 lentang Sekolah Lanjut
Tingkat Pertama, dipandang perly mengubah  nomenklatur
Sekolah Menengah Umum Tingkat Peitama (SMP) menjadi
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ({SLTP} dan mengatur
organizasi dan tata kerja SLTP,

Mengingat : 1. Undang-undang Momor 2 Tahun 1589,

2. Peraturan Pemerintah Bepuklik Indonesia;
a.  Momer 28 Tahun 12490;
b, Momeor 33 Tahun 1982;
c. Momeor 38 Tahun 19%2;

2. Keputusan Presiden RBepublik Indonesia:
a, MNoemor 44 Tahun 1874
B, Nomor 15 Tahun 1584 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terskhir dengan kepotusan Presiden
Republik Indanesia Momor 78 Tahun 1996,
c.  Momer 988 Tahun 1993



4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momear
0541893,

Memperhatikan . Persetujuan Menteri Negara Pendayagunesan Aparatur Megara

dengan surat Nomor B- 1481197 tanggal 7 Eebruari 19597;

MEMUTUSKAN:

Tensetapkan ! KERPUTUSAN MENTER! PEMDIDIKAM DAN KEBUIDAYAARN

REFLEBLIK INDOMESIA, TENTANG PERUBAHAN
MOMENKLATUR SME MEWNJAD SLTP SERTA ORGANISASI
DAk TATA KERJA SLTP,

BAE |
NOMENKLATUR

Pazal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Mepengah Umuern Tingkat Periama (SMPY i
Lingkungan Deparemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, yang selanjutnya dalam Kepotusan ini dissbut SLTP,

Pasal 2

{1y Nomenklgtur dan Fenomcran SLTF diatur sebagal berikut;

a.

SLTF yang berlokasi di Dasrah Khusus hukots Jak:arta diberi nama
Jakarta, dengan nomor menarut uratan tmhun penetapan keputusan
pelemhagaan S1LTP yvang bersangkLUtat;

BLTFE yang berdokasi di ketamadiatketa administtatf, diban nama sesoai
nama kotamadizgdota administratif yang bersangkutan, dengan tomar
menurut umtan tahun penstapan Kepefusan pelembagaan SLTP yang
hersangkutan;

SLTP yang berlckasi di ibukota kabupaten, dibeti naima sesual nama
ibukata kabupaten, dengan nomor menurut wratan tahun penetapan
keputusan pelembagaan SLTP yang bersangkutan,

SLTP vang beriokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuat nama
kecamatan tempat sekokah bersangkutan berada, dengan nomar menurat
urutan tahun  penetapan  keputusan  pelembagasan  SLTP  yang
bDersangkutan,

v21 Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan wakiu pensatapan keputusan
pelembagaan SLTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), urutan pengmoran
SLTP ditetapkan berdasarkan nomor wrnt dalam keputuzan pelembagaan
SLTR yang bersangkutan,

{3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  ayat {13 berlaku juga bagi
penomoran SLTP sebagai akibat pemekaran wilaysh, pindah lokasi, dan
panambahan unit bam.



BAE I
KEDUDUMAN,TUGAS DAN FUNGSE

Pazal 3

(1) SLTF ardalah unit pelaksana feknis pendidikan menengah di lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pandidikan
dan Kebudayaan i Propins.

{2y SLTF dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu georang ataw lebib Viskil
Kepala.

Pasal 4

SLTF mempunyai tugas menyelenggarakan umum program tiga tahun bagi tamatan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk rmenyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLTR

mempanyal fungsi;

2, pelaksanzan pendidikan umurm sesuai dengan kurikulum yang berlakuw;

bh.  pelaksanaan bimbingan dan kongeling kagi para siswa;

e pelsksanaan dan pembinsan hubungan kégesama dengan arang tuafwali
siswa dan masyarakat,

d.  pelaksanaar urusan tata usaha dan uruzan rumah tangga SLTP.

BAE I
QRGANISASI
Pasal 6
Cirganisasi SLTP terdiri atas;
8. Kepals;
b, Wakil Kepalz;
. Urusan Tata Usaha;
d.  Kelompok Jabatan Fungsional.
Faszal 7

Kepala adalsh qura yang mempuryai ugas mermimpin penyelenggaraan balejar
mengajar, serta membina guru, lenaga kependidikan lainnya, dan tenaga
adrministrasi.



Pazal &

Wakil kepala adalah gury yang mempunyai tugas memibantu Kepala SLTP dalam
mermrimpin  penyelenggaraan belajar mengajar serta membina guru, tenags
kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi,

Fasal

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegistan ketatausabaan dan
kerumahtanggaan SETP serts tugas-tuaas lain yang dibenkan cleh Kepala,

Pasal 10
Ketompok jabatan Fungsienal mempunyai fugas mefaksanakan kegiatan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang
berlakie.

Pazal 11

(13 Kelompok Jabatan Fungsional terdin atas qua dan jabatan fungstonal lainnya
yang digtur berdasarkan persturan perundang-undangan yang berlaku,

{2}  Felompok Jabatan Fungsional dikcordinasikan oleh saorang tenaga fungsionsl
senior berprestasi yang ditunjuk cleh Kepala,

{37 Jumlzh kelompok jabatan fungsicnal sebagaimana dimakéud dalam ayat (1)
© dientukan berdasarkan kebutuhan dan beban kega;

{4 Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat {1i)
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berak,

Pazali2
Eagan organisasi SLTP tercantuim dalam Lampiran | Kepuatusan ini.

BAB IV
TATA KERJA

Paszal 13

Dalam melakzanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Lisaha,
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip kcordinasi, inbegrast,
dan sinkronizasi baik di ingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di
luar SLTF sesuai dengan ugas pokak masing-masing.



Fasai 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pefaksanaan tugas
bawahannya masihg-masing dan bila tetjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yvang diperokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pazal 15

kKepala, Wakil Kepala, dan Kepala Umusan Tata Usaha wajib mengikuti dan
mermatuhi petunjuk dan bettanggung jawab kepada atasan masing-masing seria
menyaimpaikan taporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urgsan Tata Usaha  bertanggung  jawab  memimpin,
mengkoordinasikan, dan membina petaksanaan fugas bawahannya masing-masing
seita mengadakan rapat berkala.

- Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggureakan
baporan dari bawahan sebagai bahan panyusuenan laparan lekih lanjut,

Pazal 12

Kapala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyarmpaikan
laporan wajib memberikan tembusan kepada wnil- lain yang secara fungsional
mempliyal hubungan Kenjs.

Fasal 12
Kepala Kantor Wilayah Departernen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat

dalam melaksanakan tugas permbinaan wajin  berkonsuitasi dengan  Dirsktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAE V
BIAYA

Pasal 20
Biaya urtuk pelaksanzan Keputusan ind dibebankah pada maba anggaran yarng

relevan i masing-masing  Kankor Wilayah  Departemen Pendidikan  dan
Kebudaysan.



BAE VI
LOKASI

Faszal 21

Sepuk ditetapkannys Keputusan ini SLTP berfumlah 8928 dengan rekapiiulasi,
nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercanturn dalam Larmpiran 0 Keputosan ini.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN

Pasal 22
FPerubahan atas organisasi dan tata kerfa SLTF ditetapkan oleh Menten Pendidikan
dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertofis dan Mented  yang
bBertanggung jawab di bidang pendayagunash aparatur aegara.

Pasal 23

SLTF yang dizelenggarakan cleh masyarakat dengan Keputugan ini.

BAE vl
KETEMTUAN PENUTUR

Pa=al 24

Pada sast mulsi berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menolden Pendidikan dan
Kebudayasn Nomar 03700041978 dinyatakan Hdak bedakw.

Fasal 25
Heputusar ini mulai berfaku pada tanggal difstapkan,

Ditetapkan i Jakarta
pada tanagal 7 Marst 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
tid.
Prof. Dr-Ing. Wardirman Djcjonegoro



LAMPIRAN I  KEPLITUSAN MENTER| PEMDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 034001807 TANGGAL 7 Maret 1997

BAGAN ORGANISAS] SLTP

KEPALA
WAKIL KEPALA

URUSAN
TATA USAHA

Al

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

MEMTERI PEHENDIKAN DAN KEBUDAYAAM
.
Prof, Dr.-ng. Wardiman Dicjonagoro



LAMPIRAMN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 034:0/1997 TANGGAL 7 Maret 1087

REKAPITULASI
DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NOMGR EMP MENJADI 5LTP
NO. FROPINGI JUMLAH SEKGLAH KETERANGAN
i DKl Jakarta 284
i Jawa Baral 1017
3 Jawa Fengah 1.153
4, L1 Yogyzkzda 187
ol Jaea Titnui 1.051
g i Aceh R
I Sumatera Utara a0
2 Sumatera Barat 237
4, Riau 268
10, | Jambi 197
1% Sumatera Selatan 244
12. | Lampung 218
12, kaliranar Barat 20
14. | Kalimantan Tengah 170
15, kalirmanan Salatan 225
6. Katimantan Timur 164
17. Sulawest tara 245
18. | Suigwesi Tengah 176
19, | Sulawest Selatan 537
20 | Sulawes Tenggara 172
21| Maluky 178
22| Bal 148
23 | Musa Tenggars Barst 182 t
24, | Nusa Tenggaia Timur 184 !
25 | lisn Jaya 197
26 Bengkulu 138
27| Tirmer Timur &1
JUBILAH 8.298




